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ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai dua masalah. N&spertama yang dibahas
adalah mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak ré&prodaproduksi Sales
Promotion Girldi Matahari Departement Store Pasar Besar Malaimgmliementasikan
oleh pengusaha dan masalah kedua adalah apa yamgdnfaktor-faktor pendukung
dan penghambat dalam mengimplementasikan pemerhdiahak reproduksiSales
Promotion Girldi Matahari Departement Store Pasar Besar Malang.

Di dalam artikel ini fokus penelitiannya adalatk haproduksi pekerja wanita
dan juga membahas perbandingan antara implemgasnuhan hak-hak reproduksi
Sales Promotion Girldi Matahari Departement Store Pasar Besar Malampate
peraturan yang mengatur mengenai hak-hak reprodsédgis Promotion Girl . Dari
perbedaan tersebut didapatkan suatu ketidaksesumidgra implementasi yang
dilakukan MDS dengan regulasi yang mengatur.

Ketidaksesuaian implementasi pemenuhan hak-hakdeksiSales Promotion
Girl di Matahari Departement Store Pasar Besar Malasgbdbkan dengan adanya
faktor penghambat dan dipengaruhi oleh beberapalCizhm hal implementasi suatu
peraturan dalam hal ini adalah pemenuhan hak-haitodeksi Sales Promotion Girl
sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Umdmjalankan peagakan hukum
dipengaruhi oleh beberapa hal.

Kata Kunci: Hak Reproduksgales Promotion Girlimplementasi
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ABSTRACT

This article discusses the two issues. The fistasliscussed was about how the
fulfillment of the rights of Sales Promotion Gitlthe Matahari Department Store Large
Market Malang implemented by employers and the ms#cssue is what is the
supporting factors and obstacles in implementirgftifillment of the rights of Sales
Promotion Girl at Matahari Department Big Markebi$tMalang.

In this article the focus of his research is thproductive rights of women
workers and also discuss comparisons between thiemmentation of the fulfillment of
the rights of Sales Promotion Girl at the MataHaepartment Store Large Market
Malang with the regulations governing the rights $&les Promotion Girl. The
differences obtained a mismatch between the imphamiens performed with
regulations governing MDS.

Incompatibility implementation fulfilling the rightof Sales Promotion Girl at
the Matahari Department Store Large Market Malang t the presence of inhibitory
factor and is influenced by several things. In ®mwh the implementation of a rule in
this case is the fulfilment of the rights of Salesomotion Girl is closely associated

with law enforcement. To run peagakan law is inflced by several things.

Keywords: Reproductive Rights, Sales Promotion,@implemented



A. PENDAHULUAN

Dalam sektor formal yang banyak digeluti oleh bupdrempuan seperti di
Depatement Store (Selanjutnya disebut Dept.Stoka) fnelihat sejarah Dept.Store
pertama yang ada di dunia terletak di Inggris wdtennett's Department Store
didirikan pada tahun 173&edangkan di Indonesia sendiri Matahari Departer@tore
(selanjutnya disingkat MDS) yang merupakan sebaghgan Dept.Store terbesar dan
pertama di Indonesia yang memiliki 79 jaringan tokang tersebar di seluruh
Indonesia, MDSsudah memulai kegiatan usahanya fadum 1958 dari sebuah toko
diKawasan Pasar Baru Jakarta. Seiring perkembad@arpertumbuhan ekonomi yang
berdampak kepada perubahan gaya hidup dan kebutofemyarkat,tahun 1972
Matahari menjadi pelopor konsep Dept.Store di Imdts dan menambah toko pertama
di luar Jakarta yaitu Sinar Matahari Bogor padautati980 dan kemudian sekarang
sudah menjadi Dept.Store terbesar di Indorfesia.

Strategi pemasaran yang tepat untuk mendongkrajugdan di kebanyakan
Dept.store termasuk di MDS adalah dengan mengguSakes Promotion Girl
(selanjutnya disingkat SPGpales promotioradalah salah satu dari 7 aspek dalam
Pemasarangarketing. Pemasaran dengan sisteédales Promotiondapat langsung
menjadi jembatan antara produsen dan konsumen ddlanmteraksi direct
marketing.?

Dalam dunia pemasaran sebenarnya $alas PromotiorPria atau yang sering
disebutSales promotion Boyselanjutnya disebut SPB),tetapi pada perkembanrygan
SPG atau Sales Promotion Girl adalah bagian yadak tmungkin terpisahkan dari
sebuah sistem pemasaran perusahaan penyedia hamhgksi karena mempunyai
nilai tambah daripada SPB. SPG diibaratkan ujurgbtik untuk memperkenalkan
produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyagtkat calon konsumerKarena
akan berhadapan langsung dengan end user daterratau pengecer, hal ini membuat
sangat penting bagi seorang SPG untuk menguasaindamahami suatu produk atau

jasa yang ditawarkan. Penjelasan manfaat produk jaga dari seorang SPG sangat

1www.iads.org (official Internasional association of Departement store) diakses tanggal 9 Oktober 2012
? Berdasarkan profil Matahari dept store di Peraturan Perusahaan tahun 2010-2012
3petrus G.Hartono.Sales Power.PT Gramedia Pustaka Utama.Jakarta 2009, him. 146



menentukan penilaian calon pelanggan terhadap krodiau jasa dan citra
perusahaaMenurut Ricardo Semler “Sales Promotion Girl adakdorang perempuan
yang direkrut oleh perusahaan untuk mempromosikaniyk” dan Sales Promotion
Girl merupakan suatu profesi yang bergerak dalaempsaran atau promosi suatu
produk’Profesi ini biasanya memakai wanita yang mempurkgbkter fisik yang
menarik sebagai usaha untuk menarik perhatian kowesti

Di Matahari Depatement Store terdapat tiga jenisungan kerja yaitu pegawai
tetap,pegawai kontrak dan pegawai titipan. Pegattipan adalah pegawai yang
direkrutmelalui sistem tes dan masa pelatintaaning) oleh MDS atas permintaan
suplier barang yang menaruh barangnya untuk diju&IDS.Barang yang ada di gerai
MDS terbagi atas 2 bagian vyaitu barang milik matahaeperti merk
Nevada,Connexxion, T-Shirt, Cole dan barang titipalpier seperti Lea, Levis, Triset
Shoes,Wrangler dan merk lainnya yang pembagiamjasesuai kesepakatan supplier
dan pihak management MDS. Tidak hanya barang yditgplcan oleh matahari tetapi
juga SPG,dalam hal ini yang perlu di soroti adgtenlindungan hak-hak reproduksi
buruh perempuan seperti SPG titipan masih kurangnkaSPG tersebut merasa telah
direkrut oleh MDS tetapi digaji oleh supplier daarisg tejadi ketimpangan antara SPG
MDS dan SPG titipan dalam menuntut hak-hak reprsityle® SPG titipan juga sering
kebingungan dalam memperoleh hak-hak reproduksssf@agai buruh perempuan
seperti hak cuti haid,cuti kehamilan, dan jikaadrj kecelakaan kerja, SPG tersebut
bingung karena harus kemana untuk meminta hakmgaltet apakah harus ke MDS
atau ke supplier,terlebih lagi tidak ada perjanfimulis antara SPG titipan dan supfier.
Bahkan SPG MDS yang hubungan kerjanya sudah jedaghrsulit dalam meminta hak-
hak reproduksinya seperti cuti haid karena kekhisavatakan dipecat atau dipotong
gajinya’

Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita khusudiayar dalam pasal 76-84

yang secara garis besar mensyaratkan perlindunggh duruh perempuan seperti

* Ricardo Semler.Revolusi Bisnis,PT Mizan Pustaka. Bandung, 2010, him. 236

® Hasil pra-survey dengan SPG supplier PT Bina Citra Karisma Sejati (supplier Triset shoes) di MDS Pasar
Besar Malang

® Hasil pra-survey dengan asisten manajer MDS Pasar Besar Malang

7 Hasil pra-survey dengan SPG di MDS Pasar Besar Malang



Pekerja perempuan berumur di bawah 18 tahun ddadgekerjakan antara jam 23.00
— 07.00, pengusaha dilarang mempekerjakan wanitdl h@ng menurut keterangan
dokter membahayakan kesehatan dan keselamatammdupun kandungannya jika
bekerja antara jam 23.00 — 07.00 dan perlindumgproduksi seperti disaat perempuan
dalam masa haid tidak wajib bekerja pada hari 1 2lgpada waktu haid, Pekerja
perempuan berhak cuti 1,5 bulan sebelum melahideanl,5 bulan setelah melahirkan,
pekerja perempuan yang mengalami keguguran bennakl & bulan, pekerja wanita
yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatark menyusui anaknya jika
hal itu harus dilakukan selama waktu kerja, sepiekerja wanita berhak mendapatkan
upah penuh meskipun dalam waktu istirahat karekardyroduksinya. Pekerja wanita
di Indonesia saat ini 35,37% angkatan kerja .

Dalam sektor formal maupun informal, jumlah peremmpwang bekerja di
sektor ini sebanyak 39,95 juta jiwa (data BPS 2@ +25 juta (15-45 tahun)berada
dalam usia reproduksi, jadi urgensi dalam pemenutakahak reproduksi SPG ini di
fokuskan pada hak reproduksi karena besarnya jupdg&rja perempuan yang bekerja
di usia reproduksi. Terlebih lagi di MDS Pasar Belgmlang mempunyai ketentuan
bahwa usia minimal masuk di MDS adalah 20 tahun wsia maksimal adalah 25
tahurf yang merupakan usia terbaik dalam reproduksi damupakan usia ideal
kehamilan terjadi di usia reproduksi, yakni usia-3% tahun. Menurut dr. Damar
Pramusinto, SpOG, ahli fetomaternal dari FKUI/RS@iysia 25-35 tahun secara fisik
sangat ideal untuk menikah dan hamil karena di imsiungsi organ reproduksi masih
optimaf.

Perlindungan hak-hak reproduksi SPG MDS maupun SRi@an” di dunia
kerja, khususnya dalam usaha sektor jasa patunuite terlebih lagi mayoritas pekerja
di MDS adalah perempuanyang dapat diambil contoMDIS Pasar Besar Malang
jumlah keseluruhan pekerja baik kontrak maupunptetabanyak 452 orang dan
sebanyak 326 adalah pekerja peremplian

Jadi walaupun secara nomatif buruh perempuan yeal bekerja telah dilindungi
haknya, namun penting untuk mengkaji apakah dalaaktgk terpenuhi hak-hak

& Hasil pra-survey dengan HRD PT.Miami Bestman (supplier)
*www.health.kompas.com diakses tanggal 10 januari 2013
10 Hasil pra-survey dengan asistem manajer MDS Pasar Besar Malang




reproduksinya khusunya hak reproduksi. Dari hasihgkajian tersebut , penulis
menuangkannya dalam sebuah artikel yang diberil jdttaplementasi Kewajiban
Pengusaha Terhadap Pemenuhan Hak Hak Reprodul&les Promotion Girl di
Departement Store (Studi Kasus di Matahari Departemh Store Pasar Besar

Malang)”

B. PERMASALAHAN
Pembahasan dalam artikel ini, berfokus pada, impieasi kewajiban pengusaha
terhadap pemenuhan hak-hak reproduksi Sales Pmm@irl, maka berdasarkan latar
belakang diatas maka rumusan masalah adalah séleagat:
1. Bagaimanapemenuhan hak-hak reprodusies Promotion Girldi Matahari
Departement Store Pasar Besar Malang diimplemé&atasieh pengusaha?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan pengb@t dalam
mengimplementasikan pemenuhan hak-hak reprodiigis Promotion Girtli

Matahari Departement Store Pasar Besar Malang?

C. METODE
Artikel ini disusun dari penelitian yang dilakukaenulis, dimana Jenis penelitian
ini adalah penelitian empiris yakni penelitian sthp fakta empiris yang diperoleh
berdasarkan observasi atau pengalaman. Pendekdtan penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan|lp@mehukum yang didasarkan pada
aturan-aturan hukum yang berlaku dan dengan pematgamwawancara ataupun
penyebaran angket. Di dalam penelitian ini tertl2ganis data yaitu,:
a. Data primer
Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dasihpenelitian di lokasi
dan juga hasil wawancara yang dilakukan secaraslamggdengan daftar
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya aepadoman terhadap
pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat memderikformasi yang
dibutuhkan seperti dari pengalaman SPG dalam pemaen hak-hak
reproduksinya, pengalaman Pengusaha (ManageriahgiatDepartement
Store Pasar Besar Malang) dalam memenuhi hak-hatodeksi SPG,



pengalaman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kédéang dalam
mengawasi pemenuhan hak-hak reproduksi SPG daralpeman Suplier di
Matahari Departement Store Pasar Besar Malang dalemenuhi hak-hak
reproduksi SPG “titipan”.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan unarfetaskan suatu
masalah yang diperoleh dari luar obyek tetapi masithubungan dengan
tema penelitian ini seperti dokumen kuitansi peralbay upah dari
Matahari Departement Store Pasar Besar Malang k&, SRiitansi
pembayaran dari Suplier ke SPG, daftar hadir SP&jafjian antara
Matahari Departement Store Pasar Besar Malang defgplier dan Hasil
pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Malangli stapustakaan
antara lain peraturan perundang-undangan, dokuhwesil, penelitian dan
internet.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjatrdiolah mengggunakan
metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengamemperhatikan data primer dan
sekunder hasil penelitian kemudian dikelompokkahuloungkan dan dibandingkan
dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Ingpiersi Kewajiban Perusahaan
Terhadap Pemenuhan Hak-hak reprod@edes Promotion Girtli Departement Store.

Dari hasil analsis tersebut dapat diketahui sunpiggmasalahan yang diteliti,
sehingga dapat diusulkan cara-cara untuk memirsingdelanggaran pengusaha atas

Pemenuhan Hak-hak reprodulszles Promotion Girtli Departement Store

D. PEMBAHASAN
Sebagai perusahaan yang banyak memperkerjakan itagymekerja perempuan

MDS Pasar Besar Kota Malang dengan jumlah kededurypekerja baik kontrak
maupun tetap sebanyak 452 orang dan sebanyak 32&hguktkerja perempuan MDS
berupaya memenuhi hak reproduksi SPG. Menurut neai@gVIDS pihaknya telah
memberikan hak-hak reproduksi reproduksi SPG yanggda:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak cuti haid SPG di MDS

2. Pelaksanaan pemenuhan hak khusus pada saat h&@ndi SiDS



3. Pelaksanaan pemenuhan hak cuti keguguran SPG di MDS
4. Pelaksanaan pemenuhan hak cuti melahirkan SPG & MD
5. Pelaksanaan pemenuhan hak kesempatan menyusu SHISdi
Dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak reproduksideksoSales Promotion Girl
yang dilakukan MDS terdapat ketidaksesuaian depgasturan perundang-undangan
yang mengatur hak reproduksi pekerja perempuabegdaan tersebut antara lain:
1. Pelaksanaan pemenuhan cuti haid
Sesuai dengan UU no. 13 tahun 2003 pasal 81 pegergmpuan yang
dalam masa menstruasi merasakan sakit dan menmbdatanya kepada
manajemen perusahaan, maka dia tidak wajib belgagia hari pertama dan
kedua dalam masa menstruasinya:

“Pasal 81 ayat (1):Pekerja/buruh perempuan yangasalmasa haid
merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusiala& wajib

bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu.haid

“Pasal 81 ayat (2)Pelaksanaan ketentuan sebagaintimaksud pada
ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturarempsahaan, atau
perjanjian kerja bersama”

Dan dalam peraturan perusahaan MDS tahun 2018l 2&aguga telah
melindungi hak cuti haid bagi SPG di MDS yaitu nramgkan bahwa:

“(1) Karyawan wanita yang dalam masa haid merasalsakit dan
atau lemah secara fisik, tdiak wajib bekerja padaipertama dan
kedua pada waktu haid”

(2) Karyawan waita yang mengajukan ijin cuti haidarbs
memberitahukan pengajuan ijin tersebut secara tisrkepada bagian
personalia/SDM melalui atasannya”

Tetapi dalam pelaksanaan di MDS Pasar Besar Kiadlang, menurut
Wahyu Pamungkas (HRD MDS) cuti haid tidak perludid karena sudah ada
obat pereda nyeri haid seperti Kiranti.

“Hak cuti haid tidak pernah diberikan, melainkarmak

MDS Pasar besar Kota Malang memberikan perlakuan
khusus bagi SPG yang mengalami nyeri haid pada hari
pertama dan kedua dengan cara memberikan kesempatan
istirahat dan memulangkan lebih awal jika SPG maras
kesakitan karena nyeri haid”



Pernyataan Wahyu Pamungkas kontradiksi dengan akefan yang
diberikan oleh 4 sampel SPG (2 SPG suplier dan % 3#DS) yang
menerangkan tidak ada perlakuan khusus bagi SP@ kaid kecuali SPG
tersebut telah merasa sangat kesakitan, Hal iai fligerkuat dengan pernyataan
Nia (SPG Point one):

“Saya tidak tahu mas jika ada cuti seperti itu iduaid),

ya pokokmya mas klo gak sampe geblak (pingsank tida
akan dipulangkan sama pak wahyu dulu jika hari
pertama atau kedua merasa dilepen (nyeri haid)”

. Pelaksanaan pemenuhan hak khusus bagi pekerjahgamp
Perlindungan hukum terhad&ales Promotion Girang sedang Hamil
telah diakomodir sejak tahun 2000 oleh PBB yandajeat dalam Konvensi

tentang Perlindungan Wanita Hamil Pasal 3 (Konwviiosnor 183):

“l. Wanita untuk siapa Konvensi berlaku, setelah
menunjukkan keterangan medis yang menyatakan
perkiraan tanggal melahirkannya, berhak untuk
mendapatkan cuti hamil.

Dalam pelaksanaan di MDS Pasar Besar Kota Maldrak pnanagerial
menyatakan sudah mengakomodir dengan memberikagaserkhusus bagi
SPG yang hamil, istirahat lebih awal atau pemulanighih awal dan tidak
memakai hak tinggi(highhells) saat bekerja, tetapi dari pengakuan SPG
menyatakan bahwa hak khusus bagi SPG hamil hamgikhn kepada SPG
yang senior (berumur 30 tahun keatas) atau SPG tealy bekerja lama di
MDS.

Hal ini berarti bahwa MDS bersikap diskriminasih@dap SPG yang
masih junior atau muda dan bertentangan dengan pasindang-undang
Nomor 7 tahun 1984 yang mewajibkan pengusaha dateemberikan
perlindungan kepada pekerja perempuan yang hadak tterkecuali untuk
SPG yang masih muda dan Konvensi tentang Perlirduyanita Hamil
Pasal 3 lebih jauh lagi melindungi pekerja pereampyang hamil dengan
mensyaratkan memberikan cuti hamil pada saat urabarkilan mencapai 6



bulan demi kesehatan kehamilan, tetapi dalam peatelsinya pihak MDS
malah memecat SPG yang kedapatan telah hamil tuatdd 5 bulan
kehamilan).

Pemberian perlakuan khusus terhadap pekerja pesmyang hamil
juga harus ditunjang dengan fasilitas jamsostekygyaremberikan jaminan
pemeliharaan kesehatan, tetapi dalam implementadirydasarkan 4 sampel
SPG yang diwawancarai tidak satupun yang mempurkepersetaan

jamsostek.

. Pelaksanaan pemenuhan hak cuti keguguran

Keguguran adalah berhentinya kehamilan sebelum ksfeamilan 20
minggu yang mengakibatkan kematian janin. Pementlakncuti keguguran
telah diakomodir oleh undang-undang yang menjadiadadalam proses
penegakan hukum, penegakan hukum dari sisi undadagng yang tidak ada
ketidakjelasan kata di dalam undang-undang mengtddh kesimpang-siuran
di dalam penafsiran serta penerapannya. Dari sgang-undang sudah jelas
bahwa cuti keguguran harus dilindungi sesuai derRgsal 82 (2) undang-
undang No. 13 Tahun 2003:

“Pekerja/burun perempuan yang mengalami keguguran
kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satersgth)
bulan atau sesuai dengan surat keterangan doktedlagan
atau bidan”

Menurut HRD MDS Pasar Besar Kota Malang permohowcaii
keguguran jarang dilakukan oleh SPG karena memaagg ada SPG yang
mengalami keguguran, terlebih lagi dari pernyatkarri (SPG Suplier) gaji
akan dipotong jika mengajukan cuti tersebut paddh&m pasal 84 undang-
undang No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa Seg&prjp/buruh yang
menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dirdadsiam Pasal 79 ayat
(2) huruf b, ¢, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 kegfiiguran) berhak mendapat
upah penuh.



4. Pelaksanaan pemenuhan hak cuti melahirkan
Peraturan yang melindungi Pemenuhan Hak cuti Mdahisudah ada
dalam UU No 13 tahun 2003 tentang KetenagakerjaaiBa (1):

“Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istitaha
selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya
melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sdsud
melahirkan menurut perhitungan dokter kandunganuata
bidan”.

Kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memensglarat
keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis daosdiis* Dalam aspek
yuridis (didasarkan pada kaidah hukum diatasnya) Eifosofis (berdasrkan
cita-cita hukum di dalam kaidah hukum yang lebitggji)* kaidah hukum
tentang kesempatan cuti untuk pekerja wanita kaneglahirkan telah sesuai
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Inderiesgiun 1945 pasal
28H ayat (1) yang menjelaskan bahwa Setiap orampakemedapatkan
lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak meotgier pelayanan
kesehatan. Dari aspek sosiologis dikatakan ef@kéfdapat dipaksakan oleh
penguasa atau kaidah tersebut berlaku karena adakpen dari masyarakat.
Masyarakat dalam hal cuti melahirkan termasuk [8§& yang diwawancarai
seperti Ferry dari Bestman mengatakan:

“saya seneng kalau memang ada peraturan yang
memperbolehkan pekerja seperi saya dapat cuti selb
bulan sebelum melahirkan dan sesudah melahirkaapite
saya tidak mengetaui kalau ada peraturan separti it

Di dalam Konvensi tentang Perlindungan Wanita HaRédsal 3
(Konvensi Nomor 183) lebih jauh lagi mengemukakahvia cuti melahirkan
harus dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum pekeajatev melahirkan:

“(4). Cuti sebelum tanggal melahirkan yang dipegkan
harus diperpanjang selama masa antara tanggal
melahirkan yang diperkirakan dan tanggal melahirkan
yang sebenarnya dan masa cuti wajib yang dijalatelah

| Made Arya Utama,Op.cit, him. 56
1273inudin Ali,Op.cit him.62



melahirkan tidak boleh dikurangi karena adanya
perbaedaan ini.

5. Pelaksanaan pemenuhan hak kesempatan menyusu
Kaidah hukum yang mengatur tentang Hak menyusu feglgérja wanita
telah ada dalam berbagai peraturan mulai dari kugikeonvensi ILO no 183 th
2000 (Maternity Protection Convention) Pasal 10 geemi Ibu Menyusui,
Perempuan harus diberi hak istirahat harian atagyangan jam kerja harian
untuk menyusui anaknyalstirahat menyusui atau pangan jam kerja harian
harus dihitung sebagai jam kerja dan dibayar.

Adalah kewajiban negara untuk menjamin terpenuhhmja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28H tersebut.Salah satu iseh&&n yang penting
adalah menyangkut kesehatan organ-organ reprodwkahita sebagai
pemenuhan hak-hak reproduksi reproduksi.Kondisirodyksi sehat dapat
tercapai bila masyarakat dan negara dapat memberp@rhatian dan
penghormatan terhadap pemenuhan kebutuhan dan akakrbproduksi
reproduksi tersebut.

* Hak reproduksi mencakup hak-hak reproduksi asasi
manusia yang tertentu yang sudah diakui dalam hukum

nasional......... hak-hak reproduksi reproduksi untuk
mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan
reproduksi”

Dan juga dikuatkan dengan Pasal 128 UU KesehatarNdrI36 Th
2009 setiap bayi berhak mendapatkan ASI sejak dilahirlsampai 6 bulan,

kecuali atas indikasi medis”

Peraturan teknis juga sudah dikelurakan oleh petadriyaitu melalui
Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Ek$liesB3 Th 2012 pasal 30:

"Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempaarsar
umum harus mendukung program ASI Eksklusif. Peisguru
Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum
harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui
dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampua
perusahaan”



Faktor masyarakat adalah salah satu faktor yang paegaruhi
efektifitas hukum, jika peraturan sudah baik teta@girga masyarakat tidak
mematuhinya maka peraturan tersebut tidak akanti¢fekPihak Managerial
MDS Pasar Besar Malang, Managerial Suplier dan SB&patutnya
melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan pemi@&@sempatan menyusu
bagi pekerja perempuannya yang sudah diatur daleimNO 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan pasal 83 dan SKB 3 mef@rtang Peningkatan
Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tenk@ja

.UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jugmsyaratkan
perlindungan hak menyusui yang terdapat dalam [@3sal

“Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu
harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui
anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waleg&'.

Peraturan teknis (SKB 3 Menteri) juga telah dubdah seharusnya
Matahari Departement Store wajib menerapkan hdesil Peraturan Bersama
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri géerigerja Dan
Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MefXiFR008,
Per.27/Men/Xii/2008, Dan 1177/Menkes/Pb/Xii/2008 htia 2008 Tentang
Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama WaktujaK&i Tempat
Kerja. Output dari SKB ini sebenarnya perusahaan sehaauseynyediakan
Ruang Laktasi di tempat kerja, pada pasal 3 ayair®a mengatur hal sebagai
berikut :

(2) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas
bertanggung jawab:

1. mendorong pengusaha/pengurus serikat pekerja/gerika
buruh agar mengatur tata cara pelaksanaan pembef8h
dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja
Bersama dengan mengacu pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Ketenagakerjaan

2. mengkoordinasikan permasyarakatan pemberian ASI di
tempat kerja.

Bzainudin Ali,2005,SosiologiHukum. Sinar Grafika,jakarta. him. 62



Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan pbarehak-hak reproduksi
reproduksi, Ketidaksesuaian antara pelaksanaapefaturan perudang-undangan yang
telah dijelaskan di atas dipengaruhi oleh efekts/ipenegakan hukum. Untuk melihat
efektivitas dalam pelaksaaan Pemenuhan Hak-hakdeksi Sales Promotion Girti
Matahari Departement Store Pasar Besar Malang makeygunakan teori Efektivitas.
Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektifamlabahasa Latin “efficere” yang
mengandung arti menimbulkan, mencapai hasil. Bfiths lebih mengarah pada nuansa
hasil (hasil guna,doeltreffendheid Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,
efektivitas diartikan sebagai hasil akibat, dalaeadaan berhasil atau sesuatu yang
dapat menghasilkan atau membuahkan, mengakib&Rangan demikian efektivitas
dimaknakan sebagai suatu usaha dilakukan untuk apandasil sebesar-besarnya,
dengan menggunakan waktu, energi, serta sumberdypmg sekecil-
kecilnya®.Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kebeltnasaan hukum, dalam
hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksandamhitu sendiri.

Soerjono Soekantfmenyebut lima hal yang berpengaruh dalam penegakan
hukum. Faktor kebudayaan yang sebenarnya besatu getan faktor masyarakat.
Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilaiyalag mendasari hukum yang
berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepdsralbsnengenai apa yang dianggap
baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggapt(sehingga dihindariy.

Tidak maksimalnya pelaksanaan pemenuhan hak reso&PG di MDS karena
adanya faktor-faktor penghambat. Faktor penghatebsebut adalah:
i. Faktor Kaidah Hukum (Substansi)
Yang patut dicermati adalah mengapa hanya cutihirkén, cuti keguguran dan
hak khusus bagi pekerja hamil saja yang dilindalegigan sangsi (baik pidana maupun
kurungan) jika pengusaha melanggar, tetapi pelaaggatas hak kesempatan menyusui

dan cuti haid tidak ada sangsi yang mengatur.

14W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, him. 16.

'3 Koerniatmanto Soetoprawiro, Fungsi Hukum Administrasi Dalam Pencegahan Masalah Kemiskinan,
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, him. 19.

16Soerjono Soekanto, SH, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali - Jakarta,
1983, hal. 5.

v Soerjono Soekanto. Op.cit. him. 59



Untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukten perundang-
undangan dianggap tidak efektif berlakunya, makefmnnya adaldf

a. Jika sebagian besar warga masayarakat tidak meyaati

b. Jika ketaatan masyarakat sebagaian besar wargaamakal hanya ketaatan

yang bersifatcompliance”atau“identification” . Dengan kata lain, walaupun
sebagian besar masyarakat yang terlihat menaatianatihukum atau
perundang-undangan, namun ukuran atau kualitagtifeéek hukum atau
pertauran perundang-undangan itu masih dapat diperkan.

Menurut Konsep dari H.C Kelman ketaatan dapat dikad kualitasnya dalam

tiga jenis yaitd®™

a. Kataatan yang bersifdtompliance”.yaitu jika seseorang menaati suatun
aturan, karena hanya ia takut terkena sangksi.nka@lan ketaatan jenis ini,
karena ia membutuhkan pengawasan yang terus-menerus

b. Ketaatan yang bersifadentification”, yaitu jika seseornag menaati suatu
aturan, hanya karena takut hubungan baiknnya depipak lain menjadi
rusak.

c. Ketaatan yang bersifairiternalization”, yaitu jika seseorang menaati suatu
aturan, hanya karena bena-benar merasa bahwa aturaesuai dengan
nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.

Jika dihubungakan dengan ketaatan terhadap pendtatanagkerjaan khususnya
hak cuti reproduksi maka ketidakefektifan berlalampkum karena pihak Managerial
MDS yang diwakili oleh HRD MDS yaitu Wahyu Pamungkaenganggap tidak takut
terhadap sangsi (tidak memenuhi ketagtampliancedan juga menganggap peraturan
(substansi) tentang hak cuti reproduksi tidak sedaagan nilai-nilai instrinsik yang
dianutnya ifiternalization) sebagai contoh yaitu pernyataan jika hak cuti haldk
diperlukan karena sudah ada obat yang bisa mergjuasa sakit akibat haid pada hari

pertama dan kedua

'8 Achmad Ali. Menguak teori hukum dan teori peradilan (Vol.1).Kencana prenada media.Jakarta.2012
(cet.4) him. 349
¥ Achmad Ali.Op.cit. him. 348



ii. Faktor Masyar akat

SPG di MDS Pasar Besar kota Malang menurut WalyauRgkas (HRS MDS)
mayoritas merupakan pekerja kontrak atau PKWT defmgmlah SPG supplier kurang
lebih 500 orang dan hampir 100 % merupakan pekendrak sedangkan SPG MDS
sebanyak 70 orang dan 95 % juga merupakan pekamjsak, dan terdapat penghambat
pelaksanaan pemenuhan hak reproduksi karena fadatidwut:

1. Banyak SPG supplier seperti menurut Ferry Vijay§8PG Bestman) yang
tidak mempunyai perjanjian kerja (perjanjian ken@nyah secara lisan) dan
hanya di kontrak selama 3 bulan, sesuai dengarl p@smaka Suplier telah
melanggar ketentuan jika perjanjian kerja harusilisrdan otomatis statusnya
menjadi PKWTT (pekerja tetap).

2. Supplier tidak tahu besaran umr padahal menyatbhwa SPG telah dibayar
UMR, tetapi menurut Ferry vijyanti selama bekerj@gaBun di bestman tidak
menerima UMR dan hanya menerima UMR tahun lalu, ihelmelanggar
ketentuan pasal 90 ayat (1Péngusaha dilarang membayar upah lebih rendah
dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pea&al

3. Pembayaran besaran upah setiap bulan dihitung llaepa banyak SPG
tersebut masuk kerja berdasarkan absensi (che&kgtang ada di MDS Pasar
Besar lalu dikirim ke supplier jadi membuat SPG asarsangat berat untuk cuti
reproduksi karena gaji tiap bulannya dipotong jikklak masuk dalam satu hari
saja.

4. Dalam sistem penjualan di MDS terdapat Sistem taygeg mengharuskan
SPG bekerja ekstra keras karena dikejar dengaet thnggga mencapai 25 juta
perbulannya, belum lagi jika dalatdighseason(bulan-bulan besar seperti
lebaran dan tahun baru) target tersebut akan dithrhimgga mencapai 35 juta
per bulan, dengan sistem yang seperti ini membBR& &dak bisa untuk cuti
reproduksi bahkan untuk cuti tahunan selama 12tidatk dapat diambil ketika
HighseasonJika satu hari estimasi penjualan mencapai 1-2 fja&a SPG
tidak akan cuti karena untuk mengejar target selaetzulan yang sudah

tertinggal karena cuti akan kesulitan.



5. Tidak mendapatkan peraturan perusahaan juga mesghkadi satu penghambat,
menurut Ferry Vijayanti (SPG Bestman) dan Mita &8ah(SPG MDS) tidak
pernah mendapatkan PP MDS padahal jika dilihadap23-25 PP MDS telah
melindungi hak cuti tahunan dan cuti reproduksiti(cmelahirkan, cuti
keguguran dan cuti haid).

6. SPG bersikap pragmatis, hal ini dikuatkan olenHko Diah Filliantari (Kabid
Pengawasan Disnaker Kota Malang) yang menjelaskhmd SPG bersikap
pragmatis karena daripada sulit mendapatkan pekejika dipecat maka tidak
akan menuntut banyak ke perusahaan termasuk meimaktveproduksi.

7. Suplier tidak mengetahui jika ada hak menstruagk keguguran dan hak
menyusui karena tingkat SDM (sumber daya manusiay yendah, mayoritas
SPG di MDS adalah lulusan SMA (sekolah menengag).ata

8. Peremajaan SPG (minimal menjadi SPG 22 tahun dasimal 25 tahun),
membuat SPG berlomba-lomba dalam kinerja mengajget penjualan tanpa
memikirkan hak cuti reproduksi karena takut digedemgan SPG yang lebih
muda dan hanya beberapa SPG diatas 25 tahun yaegakiya bagus yang
masih diperkerjakan.

9. Menurut pernyataan dari SPG MDS dan SPG Bestmak pitbS (HRD) tidak
memengijinkan cuti haid jika SPG tidak sampai pamgs

10.SPG tidak mendapat hak cuti Melahirkan karenatgkibhat sudah hamil besar
(kurang lebih 5 bulan) maka akan dipecat oleh pM&S dan supplier.

iii. Faktor Sarana
Faktor penghambat dalam pemenuhan hak reproditkgad dari faktor sarana
atau fasilitas adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas dalam pemenuhan hak menyusu belum disadiseperti sarana tempat
pojok laktasi untuk tempat menyusu bagi anak SPG.

2. Tidak ada fasilitas Dokter perusahaan atau perggkistan pekerja perempuan
tersebut dalam Jamsostek yang ditanggung oleh M&xarPBesar Kota Malang
untuk melindungi hak khusus bagi pekerja wanitaihdan pemeriksaan untuk
hak cuti haid.



iv. Faktor Struktur
Faktor penghambat dalam pemenuhan hak reprodukgadi dari faktor struktur
(penegak hukum) adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak seimlg@rggan jumlah
perusahaan di Kota Malang.

2. Pengawasan tidak bisa dilakukan dengan uji mataili melihat bukti secara
langsung, melainkan sekedar mempertanyakan apakateruhan hak-hak
reproduksi buruh sidah terpenuhi kepada pengusahabdruh terlebih lagi
pengawasan dilakukan setahun sekali.

3. Perspektif yang salah dari pengawas tentang progehanganan pelanggaran
ketenagakerjaan termasuk hak reproduksi yang mepge#an cara non-
represif seperti pemberian nota (surat teguran)ad&pperusahaan yang
melanggar ketentuan dalam peraturan ketenagakerasam keberatan tersebut
diberikan hingga 3 kali tetapi jika dalam tenggatkiu yang telah disediakan
perusahaan tersebut memperbaiki kesalahannya nusaakan diteruskan ke
penyidikan dan proses pembuatan BAP (berita aparaeriksaan). Padahal
dalam proses tindak pidana ketenagakerjaan selyardangsung melakukan
penyidikan, dalam pasal 8 KUHAPId tidak ada proseguran atau nota
keberatan melainkan langsung proses penyidikannjdikan penuntutan,
pemeriksaan dalam persidangan dan pelaksaan pytesgadilarf’

4. Pembinaan sebagai langkah preventif dalam penamggah pelanggaran
ketenagakerjaan sangat tergantung pada alokasi yama di anggarkan di

APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah)Maing

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan hak reproduksi SPG di MDe8 Basar Kota Malang
tidak efektif karena dari keempat faktor yang ditehenunjukan hasil yang

menggambarkan bahwa faktor substansi hanya melindiemgan sangsi untuk

*°Sehat Damanik. Hukum acara perburuhan .DSS Publising.Jakarta. 2006.HIm. 32



Saran

hak cuti melahirkan dan cuti keguguran saja, tétagilain seperti hak cuti haid,
perlakuan khusus bagi pekerja yang hamil dan hakrkpatan menyusu tidak
dilindungi dengan sangsi. Dari faktor penegak huk{bisnaker) dalam
penegakan pemenuhan hak reproduksi terganjal idep SPG dan MDS yang
menutupi-nutupi dalam setiap penagwasan berkakioFeasyarakat terhadap
pemenuhan hak reproduksi terutama dipengaruhi pbeiisi tawar SPG yang
lemah dan pihak MDS dan suplier tidak memenuhiregkoduksi karena untuk
mengejar omset penjualan. Dari faktor sarana pangnhak reproduksi masih
banyak yang belum disediakan oleh MDS seperti ptgktasi dan kepersertaan
jamsostek.

Faktor penghambat dalam pemenuhan hak reproduksiemh kompleks
daripada faktor yang mendukungnya. Faktor penghtimbgang akan menjadi
ganjalan terhadap pemenuhan hak reproduksi SPGO# Masar Besar Kota
Malang.Dan pelaksanaan pemenuhan hak reproduksbiasi gender karena
pihak managerial MDS menganggap hak reproduksisdik@ingkan dan peran
Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan dergalasi dan aparatur
pemerintahannya (Disnaker) telah gagal dalam matigkesejahteraan yang di

dalamnya termasuk kesehatan reproduksi rakyatngarda kerja.

. Perlunya peningkatan pengetahuan Disnaker seba&ggigpk hukum tentang

prosedur pemberian sangsi atas pelanggaran halduéqsi pekerja wanita.

. Peningkatan sosialisasi kepada perusahaan khusuMD$ dan SPG mengenai

norma yang berhubungan dengan hak reproduksi peerempuan.
Menggerakkan pengusaha agar mengupayakan fasyémg mendukung
Program Pemberian-ASI bagi ibu yang menyusui dipnkerja Menyediakan
jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja dengan mtanfanyeluruh termasuk
pelayanan kesehatan reproduksi baik yang diseleakga di fasilitas pelayanan
kesehatan perusahaan maupun bermitra dengan patigh k

Memberikan kemudahan kepada pekerja wanita demgamberikan waktu
untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatanamrinkesehatan reproduksi

yang menjadi mitra perusahaan sesuai dengan kebupdkerja dan memenubhi



hak-hak reproduksi pekerja wanita antara cuti biersBermasuk juga
memberikan waktu bagi wanita hamil dan menyusuukingtirahat lebih awal
dan pulang lebih dulu.

. Peningkatan peran akademisi dalam sosialisasi danb@rikan persepsi yang
benar dalam pemenuhan norma yang berkaitan dengamenmuhan hak
reproduksi. Karena banyak persepsi keliru sepeendppat dari Kabid
pengawasan Disnaker yang menganggap sangsi pidsmaibelesaikan dalam

proses mediasi terlebih dahulu tanpa melanjutkaosgs ke penyidikan.
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